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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 241/PMK.01/2015 

TENTANG 

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur mekanisme penetapan 

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan 

Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang 

Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi 

Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria 

penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam 

rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana, 

perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan 

dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkanPeraturan Menteri Keuangantentang 

Mekanisme Penetapan Jabatan DanPeringkat Bagi 

Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan 

Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.01/2012;  

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012; 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite 

Pengawas Perpajakan; 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan 

Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.01/2012; 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik 

Negara; 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan 

Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

172/PMK.01/2012; 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan 

Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012; 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi 

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
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terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

56/PMK.01/2014; 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014; 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;  

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan 

Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak; 

  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan; 

 15. PeraturanMenteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 

Pengadilan Pajak; 

 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak; 

 17. PeraturanMenteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan 

Pemulihan Data; 

 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan 

Negara STAN; 

 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pangkalan Sarana 

Operasi Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 206.5/PMK.01/2014; 
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 20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan 

Identifikasi Barang, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME 

PENETAPAN  JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

 Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan yang 

tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan 

fungsional. 

2. Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki 

jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang 

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai 

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan 

Kementerian Keuangan, dan Pelaksana yang menduduki 

jabatan non awak kapal patroli sebagaimana ditetapkan 

dalam ketentuanmengenai jabatan dan peringkat bagi 

Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea 

dan Cukai. 

3. Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki 

jabatan yang tidak disyaratkan pangkat/golongan ruang 

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuanmengenai 

jabatan dan peringkat bagi Pelaksanadi lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

4. Kompetensi Teknis Pelaksana yang selanjutnya disebut 

Kompetensi Teknis adalah kemampuan, pengetahuan, 

dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang Pelaksana 

yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya. 
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5. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas 

melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan 

peringkat bagi Pelaksana. 

6. Tugas Belajar adalah penugasan untuk melaksanakan 

tugas belajar dengan gelar, dengan masa tugas belajar 

paling singkat 6 (enam) bulan. 

7. Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian 

Keuangan yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana 

ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan 

peringkat Pelaksana di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

8. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya 

disingkat UPKP adalah ujian yang diperuntukkan bagi 

PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan 

diberikan kenaikan pangkat pilihan karena telah 

memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang 

lebih tinggi. 

9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, 

eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

10. Formasi Jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan 

jumlah Pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam 

ketentuan mengenai jabatan dan peringkat Pelaksana di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

11. Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP 

adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan 

Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing 

bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

12. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO 

adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan 

bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki 

peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 
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